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PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 469 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas

Pemilihan Umum tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa

Proses Pemilihan Umum;

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang
Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-
undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara
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Menetapkan

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang
Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Sekretariat  Panitia  Pengawas  Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
PEMILIHAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah
sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan  Rakyat, anggota Dewan  perwakilan
Daerah,Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,
juyjur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat
DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat
DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
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11.
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Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan
Bawaslu Kabupaten/Kota.

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut
Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang
mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya
disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi
Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang
selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah
badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di
wilayah kabupaten/kota.

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU
adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat
nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan
Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya
disingkat KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu di
wilayah provinsi.

Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten/Kota yang
selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah
penyelenggara Pemilu di wilayah kabupaten /kota.

Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu
anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD
Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota
DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai
politik gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden.

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang

selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil presiden yang
diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik
yang telah memenuhi persyaratan.

Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang
telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu
anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD
Kabupaten /Kota.

Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan
2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama
bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon.
Perseorangan Peserta Pemilu adalah perseorangan yang
telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu
anggota DPD.

Permohonan adalah Permohonan sengketa proses
Pemilu.

Mediasi atau Musyawarah yang selanjutnya disebut
Mediasi adalah proses musyawarah secara sistematis
yang melibatkan para pihak untuk memperoleh
kesepakatan.

Pimpinan Mediasi adalah Anggota Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang
disebut Mediator penyelesaian sengketa proses Pemilu
Adjudikasi adalah proses persidangan penyelesaian
sengketa proses Pemilu.

Pimpinan Sidang adalah anggota Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang
memimpin persidangan Adjudikasi sengketa proses
Pemilu.

Koreksi Putusan adalah upaya administratif yang
dilakukan oleh Bawaslu terhadap putusan penyelesaian
sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu
Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan
sengketa proses Pemilu.

Termohon adalah pihak yang diajukan di dalam

Permohonan sengketa proses Pemilu.
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Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan
guna kepentingan tentang suatu perkara yang ia dengar
sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Ahli adalah seorang yang memiliki keahlian khusus yang
diperlukan untuk memberikan keterangan guna
kepentingan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Daftar Calon Tetap yang selanjutnya disingkat DCT
adalah DCT anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

BAB II
PRINSIP, RUANG LINGKUP, DAN WEWENANG

Pasal 2
Penyelesaian sengketa proses Pemilu berpedoman pada
prinsip:

a. mandiri;

b. jujur;

c. adil;

d. kepastian hukum;
e. tertib;

f. keterbukaan;

g. profesional;

h. akuntabel,

i. efisien;

j-  efektif; dan

k. integritas.

Penyelesaian sengketa proses Pemilu dilaksanakan
dengan cara Mediasi berdasarkan prinsip cepat dan
tanpa biaya.

Penyelesaian sengketa Proses Pemilu dilanjutkan dengan
cara Adjudikasi jika melalui Mediasi tidak mencapai

kesepakatan.
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Pasal 3

Sengketa proses Pemilu meliputi:

a.
b.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

sengketa yang terjadi antarpeserta Pemilu; dan
sengketa yang terjadi antara Peserta Pemilu dengan

penyelenggara Pemilu.

Pasal 4

Objek sengketa proses Pemilu meliputi:

a. perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan
tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau
peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan
Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda
dan/atau penolakan/penghindaran antarpeserta
Pemilu; dan/atau

c¢.  keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan
keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau

keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c dalam bentuk surat keputusan

dan/atau berita acara.

Pasal 5
Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses
Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU.
Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa
proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan
KPU Provinsi.
Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan
sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya
keputusan KPU Kabupaten/Kota.
Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota

dilakukan dengan cara:
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a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa
proses Pemilu;

b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil
Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;

c. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa;
melakukan proses Adjudikasi sengketa proses
Pemilu; dan

e. ~memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Pasal 6

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu
Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan
Mediasi atau melakukan Adjudikasi, dan memutus
penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua
belas) hari sejak diterimanya Permohonan sengketa
proses Pemilu.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan diterima terhitung sejak Permohonan
diregister oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu

Kabupaten /Kota.

BAB III
PARA PIHAK

Pasal 7

Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas:

a. partai politik calon Peserta Pemilu yang telah
mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU;

b. Partai Politik Peserta Pemilu;

c. calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam
daftar calon sementara;

d. calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam
DCT;

e. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;

f.  bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan
diri kepada KPU;

g. calon anggota DPD;
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(2)

h. bakal Pasangan Calon; dan

i. Pasangan Calon.

Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
huruf ¢, huruf f, dan huruf h dapat mengajukan
Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu
sampai dengan tahapan penetapan Partai Politik Peserta
Pemilu, penetapan DCT anggota DPR dan DPRD,
penetapan daftar calon anggota DPD, dan penetapan

Pasangan Calon.

Pasal 8

Termohon dalam sengketa proses Pemilu terdiri atas:

a.

KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota untuk
sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilu;
dan

Partai Politik Peserta Pemilu, calon Anggota DPR, DPD,
dan DPRD, atau Pasangan Calon wuntuk sengketa

antarpeserta.

Pasal 9

Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPR dan DPRD

yang tercantum di dalam DCT, calon Anggota DPD, gabungan

Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau Pasangan Calon yang

berpotensi dirugikan atas penyelesaian sengketa proses

Pemilu dapat mengajukan diri sebagai pihak terkait.

(1)

(2)

(3)

Pasal 10
Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat
didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan
surat kuasa khusus dalam mengajukan Permohonan.
Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat
didampingi oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa
khusus dalam proses Mediasi.
Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat
didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan
surat kuasa khusus dalam proses Adjudikasi

penyelesaian sengketa proses Pemilu.
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Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2) dan ayat (3) harus ditunjukkan dan
diserahkan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau
Bawaslu Kabupaten/Kota.

Kuasa hukum dalam mendampingi atau mewakili
Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait merupakan
advokat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 11

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu

Kabupaten/Kota dapat menghadirkan lembaga

pemerintah atau lembaga nonpemerintah sebagai pihak

pemberi keterangan yang dibutuhkan terkait Adjudikasi
penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Pemberi keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat memberikan keterangan di bawah sumpah.

Pihak pemberi keterangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) didengar keterangannya berdasarkan:

a. permintaan Pemohon atau Termohon kepada
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu
Kabupaten/Kota; dan

b. kebutuhan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau
Bawaslu Kabupaten /Kota.

Pihak pemberi keterangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) didengar keterangannya dalam pemeriksaan

untuk menjelaskan fakta, data, dan informasi terkait

dengan kewenangannya.

BAB IV
PERMOHONAN SENGKETA

Pasal 12
Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dapat

diajukan dengan cara:
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(2)

(1)

-10-

a. langsung, yaitu diajukan ke sekretariat Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
atau

b. tidak langsung, yaitu diajukan melalui laman
penyelesaian sengketa di laman resmi Bawaslu dan
Bawaslu Provinsi.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal

penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU

Kabupaten /Kota.

Pasal 13

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

diajukan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau

Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dalam Bahasa

Indonesia dituangkan dalam formulir Model PSPP 01

dengan memuat:

a. identitas Pemohon yang terdiri atas nama Pemohon,
alamat Pemohon, dan nomor telepon atau faksimile
dengan dilampiri fotokopi kartu tanda penduduk
atau identitas kependudukan lainnya yang sah;

b. identitas Termohon yang terdiri dari: nama
Termohon, alamat Termohon, dan nomor telepon
atau faksimile;

Cc. uraian yang  jelas mengenai kewenangan
menyelesaikan sengketa proses Pemilu;

d. kedudukan hukum Pemohon dalam
penyelenggaraan Pemilu;

e. kedudukan hukum Termohon dalam
penyelenggaraan Pemilu;

f.  uraian yang jelas mengenai tenggang waktu
pengajuan Permohonan;

g. penyebutan secara lengkap dan jelas objek sengketa
proses Pemilu yang memuat kepentingan langsung
Pemohon atas penyelesaian sengketa proses Pemilu

dan masalah/objek yang disengketakan;
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h. uraian alasan Permohonan sengketa proses Pemilu
berupa fakta yang disengketakan yang disertai
dengan uraian bukti yang akan diajukan; dan

i hal yang dimohonkan untuk diputus.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukumnya
disertai bukti dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang
terdiri atas 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi materai
dan 3 (tiga) rangkap salinan serta dalam bentuk
dokumen digital (softcopy) dengan format word yang
disampaikan dalam unit penyimpanan data.

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun

dalam daftar bukti sesuai dengan uraian Permohonan

tertulis.

Dalam hal Permohonan diajukan melebihi jangka waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu, Bawaslu

Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyatakan

Permohonan tidak dapat diterima.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu

Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan secara

tertulis dalam hal Permohonan tidak dapat diterima

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan

menggunakan formulir model PSPP 06.

Pasal 14

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dicatat

dalam buku penerimaan Permohonan sengketa proses Pemilu

oleh petugas penerima Permohonan.

(1)

Pasal 15
Petugas Penerima Permohonan memeriksa kelengkapan
dokumen/berkas administrasi Permohonan penyelesaian

sengketa proses Pemilu yang diajukan secara langsung.
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(2)

(3)

(4)
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(1)
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Petugas penerima Permohonan mengeluarkan tanda
terima  berkas setelah  memeriksa  kelengkapan
dokumen/berkas administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan menggunakan formulir model PSPP
02.

Dokumen/berkas administrasi Permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dilakukan verifikasi
formal oleh Petugas penerima Permohonan.

Apabila dokumen/berkas administrasi Permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum lengkap,
petugas memberitahukan kepada Pemohon pada hari
yang sama bahwa Permohonan belum lengkap.

Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib
melengkapi dokumen/berkas administrasi Permohonan
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak
pemberitahuan diterima Pemohon.

Apabila dokumen/berkas administrasi Permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5)
dinyatakan lengkap, petugas penerima Permohonan
meregister Permohonan yang dituangkan dalam formulir
PSPP 05.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) Pemohon tidak melengkapi
dokumen/berkas administrasi Permohonan, petugas
penerima Permohonan menyampaikan surat
pemberitahuan Permohonan tidak dapat diregister

dengan menggunakan formulir PSPP 07.

Pasal 16
Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf b dilakukan dengan memulai mengisi formulir
pendaftaran sengketa proses Pemilu pada laman resmi
Bawaslu dan Bawaslu Provinsi dengan menggunakan

formulir Model PSPP 03.
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Setelah melakukan pendaftaran, Pemohon memperoleh
username dan password yang digunakan untuk
mengajukan Permohonan dan lampiran dokumen
Permohonan.

Password sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
digunakan Pemohon untuk mengajukan Permohonan
dengan melampirkan dokumen Permohonan.

Setelah mengajukan Permohonan beserta lampirannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon
mendapatkan konfirmasi otomatis terkait dengan
Permohonannya.

Setelah mendapat konfirmasi otomatis, Pemohon
menyampaikan dokumen/berkas fisik Permohonan
secara lengkap kepada petugas penerima Permohonan
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
Penyampaian dokumen/berkas fisik dilakukan sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13 ayat (3).

Pasal 17
Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
(6) yang telah dinyatakan lengkap dicatat dalam buku
register dan diberikan nomor register Permohonan pada
hari yang sama oleh Petugas Penerima Permohonan.
Permohonan dinyatakan diterima setelah dicatat dalam
buku register Permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1).

Pasal 18
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu
Kabupaten/Kota melakukan verifikasi materiil terhadap
Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang
telah diregister.
Verifikasi materiil dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam proses

Adjudikasi.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

-14-
BAB V
MEDIASI
Pasal 19
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu

Kabupaten/Kota melakukan Mediasi terhadap
Permohonan yang telah diregister.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu
Kabupaten/Kota menentukan jadwal pelaksanaan
Mediasi.

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu
Kabupaten/Kota melakukan pemanggilan para pihak
untuk menghadiri Mediasi menggunakan formulir Model
PSPP 11.

Mediasi wajib dihadiri Pemohon dan Termohon.

Dalam hal Pemohon dan/atau Termohon tidak
menghadiri pemanggilan pertama sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu
Kabupaten/Kota menentukan jadwal dan melakukan
pemanggilan kembali.

Apabila Pemohon tidak menghadiri Mediasi setelah dua
kali dilakukan pemanggilan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
atau Bawaslu Kabupaten/Kota membuat putusan
Permohonan gugur menggunakan formulir Model PSPP
21.

Apabila Termohon tidak menghadiri Mediasi setelah dua
kali dilakukan pemanggilan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyatakan Mediasi
tidak mencapai Kesepakatan dan dituangkan dalam

Berita Acara menggunakan formulir Model PSPP 14.

Pasal 20
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu
Kabupaten/Kota menjadi mediator para pihak dalam
menyelesaikan sengketa dengan cara yang tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
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Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu
Kabupaten/Kota dalam Mediasi berpegang pada asas
Pemilu dan prinsip penyelesaian sengketa Proses Pemilu.
Pelaksanaan Mediasi diselesaikan paling lama 2 (dua)
hari dan dilaksanakan secara tertutup.

Mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu dipimpin

oleh paling sedikit 1 (satu) mediator.

Pasal 21

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota

melakukan Mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu

dengan tahapan sebagai berikut:

a.
b.

C.

(1)
(2)

(3)

(4)

pimpinan Mediasi menyampaikan pernyataan pembuka,;
penyampaian kronologis permasalahan dari para pihak;
perundingan kesepakatan penyelesaian sengketa proses
Pemilu;

penyusunan kesepakatan para pihak oleh mediator; dan
penandatangan  berita acara  kesepakatan < atau

ketidaksepakatan.

Pasal 22
Pimpinan Mediasi dibantu oleh tim Mediasi.
Tim Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dibantu oleh 2 (dua) orang Pegawai di Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang terdiri atas:
a. 1 (satu) orang sekretaris; dan
b. 1 (satu) orang notulen.
Sekretaris Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a merupakan pegawai pada Sekretariat Jenderal
Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Sekretariat
Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertugas memberikan
dukungan administrasi, operasional, dan dokumentasi.
Notulen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
merupakan pegawai pada Sekretariat Jenderal Bawaslu,
Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Sekretariat Bawaslu
Kabupaten/Kota bertugas untuk mencatat pokok-pokok

pembahasan pada saat jalannya Mediasi dengan atau
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tanpa alat bukti elektronik atau aplikasi penunjang.

Tim Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu, Kepala
Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Kepala Sekretariat

Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 23
Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan, Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota
menuangkan dalam Berita Acara Mediasi Tercapai
Kesepakatan menggunakan Formulir Model PSPP 12 yang
ditandatangani oleh para pihak dan pimpinan Mediasi.
Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagai dasar bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau
Bawaslu Kabupaten/Kota dalam membuat Putusan.
Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menggunakan Formulir PSPP 13.
Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibacakan
oleh Pimpinan Mediasi dalam forum Mediasi yang

terbuka untuk umum.

Pasal 24

Dalam hal Mediasi tidak mencapai kesepakatan,
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu
Kabupaten/Kota menuangkan dalam Berita Acara
Mediasi Tidak Tercapai Kesepakatan Formulir Model
PSPP 14 yang ditandatangani oleh Para Pihak dan
Pimpinan Mediasi.

Dalam hal mediasi tidak mencapai kesepakatan,
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu
Kabupaten/Kota melanjutkan penyelesaian sengketa
proses Pemilu melalui Adjudikasi.

Pimpinan Mediasi memberitahukan waktu dan tempat
pelaksanaan Adjudikasi secara lisan dalam forum

Mediasi sebagai panggilan resmi.
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BAB VI
ADJUDIKASI

Pasal 25

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu

Kabupaten/Kota membentuk majelis Adjudikasi.

Majelis Adjudikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

a. pada Bawaslu dipimpin oleh majelis sidang paling
sedikit 3 (tiga) anggota Bawaslu, terdiri atas 1 (satu)
anggota Bawaslu sebagai ketua majelis sidang dan
dibantu oleh 2 (dua) anggota Bawaslu sebagai
anggota majelis sidang;

b. pada Bawaslu Provinsi dipimpin oleh majelis sidang
paling sedikit 3 (tiga) anggota Bawaslu Provinsi,
terdiri atas 1 (satu) anggota Bawaslu Provinsi
sebagai ketua majelis sidang dan dibantu oleh 2
(dua) anggota Bawaslu Provinsi sebagai anggota
majelis sidang; dan

c. pada Bawaslu Kabupaten/Kota dipimpin oleh
majelis sidang paling sedikit 3 (tiga) anggota
Bawaslu Kabupaten/Kota, terdiri atas 1 (satu)
anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai ketua
majelis sidang dan dibantu oleh 2 (dua) anggota
Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai anggota majelis
sidang.

Dalam hal anggota Bawaslu Provinsi atau Bawaslu

Kabupaten/Kota kurang dari 3 (tiga) orang, ketua

Bawaslu Provinsi atau ketua Bawaslu Kabupaten/Kota

mengajukan Permohonan kepada Pengawas Pemilu satu

tingkat di atasnya untuk menunjuk salah satu anggota

menjadi majelis sidang.

Pasal 26
Majelis sidang dibantu oleh tim Adjudikasi.
Tim Adjudikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) paling

sedikit 4 (empat) orang Pegawai di Bawaslu, Bawaslu
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Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang dapat

terdiri atas:

a. 1 (satu) orang sekretaris;

b. 1 (satu) orang asisten Majelis Sidang;

c. 1 (satu) orang notulen; dan

d. 1 (satu) orang perisalah.

Sekretaris Adjudikasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a merupakan pegawai pada Sekretariat Jenderal

Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Sekretariat

Bawaslu Kabupaten/Kota berstatus aparatur sipil negara

yang bertugas memberikan dukungan administrasi,

operasional, dokumentasi, dan penunjang pelaksanaan
persidangan.

Asisten majelis sidang sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b merupakan pegawai pada Sekretariat Jenderal

Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Sekretariat

Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertugas untuk

membantu pimpinan majelis sidang dalam memimpin

jalannya Adjudikasi dan menyusun rancangan putusan.

Notulen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c

merupakan pegawai pada Sekretariat Jenderal Bawaslu,

Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Sekretariat Bawaslu

Kabupaten/Kota bertugas untuk mencatat pokok

pembahasan pada saat jalannya persidangan.

Perisalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d

merupakan pegawai pada Sekretariat Jenderal Bawaslu,

Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Sekretariat Bawaslu

Kabupaten/Kota bertugas untuk melakukan:

a. pendokumentasian atau pencatatan jalannya
seluruh tahapan persidangan berupa Permohonan
Pemohon, jawaban Termohon, jawaban pihak
terkait, keterangan Saksi, keterangan Ahli, dan
lembaga pemberi keterangan serta fakta
persidangan; dan

b. pendokumentasian atau pencatatan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dapat menggunakan alat

bantu elektronik atau aplikasi penunjang.
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Pasal 27
Majelis sidang memimpin sidang Adjudikasi penyelesaian
sengketa proses Pemilu.
Majelis sidang memperhatikan kepentingan para pihak
secara berimbang.
Majelis sidang memutus hasil Adjudikasi penyelesaian
sengketa proses Pemilu sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Majelis sidang meminta Termohon untuk menyampaikan
jawaban Termohon.
Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan paling lama 1 (satu) hari sejak berita acara
Mediasi tidak tercapai kesepakatan ditandatangani.
Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia
menggunakan formulir PSPP 17 sebanyak 4 (empat)
rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap Asli yang
dibubuhi materai dan 3 (tiga) rangkap salinan yang
ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukumnya
dan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dengan
format word yang disampaikan dalam unit penyimpanan
data.

Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

paling sedikit memuat:

a. identitas lengkap Termohon yaitu nama, alamat
Termohon dan/atau kuasa hukumnya, nomor
telepon (kantor, telepon seluler), nomor faksimile,
dan/atau alamat surat elektronik;

b. jawaban Termohon atas pokok Permohonan
Pemohon;

c. hal yang diminta untuk diputuskan;

Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dilengkapi bukti berupa surat atau tulisan.
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Pasal 29

Pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

dapat mengajukan Permohonan kepada Bawaslu,

Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota

dituangkan dalam formulir Model PSPP 08 paling lama

pada persidangan Adjudikasi kedua.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling

sedikit memuat:

a. identitas pihak terkait yang terdiri atas nama pihak
terkait, alamat pihak terkait, dan nomor telepon
atau faksimile dengan dilampiri fotokopi kartu tanda
penduduk;

b. kedudukan hukum pihak terkait dalam
penyelenggaraan Pemilu;

c. uraian potensi kerugian langsung atas penyelesaian
sengketa proses Pemilu;

d. wuraian jawaban atas pokok Permohonan Pemohon;
dan

e. hal yang diminta untuk diputuskan.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditandatangani oleh pihak terkait atau kuasa hukumnya
disertai bukti dibuat 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi
materai dan 4 (empat) rangkap salinan serta dalam
bentuk dokumen digital (softcopy) dengan format word
yang disampaikan dalam unit penyimpanan data.

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun

dalam daftar bukti sesuai dengan uraian Permohonan

tertulis pihak terkait.

Dalam hal Permohonan diajukan setelah persidangan

Adjudikasi  kedua, majelis sidang  menyatakan

Permohonan sebagai pihak terkait tidak dapat diterima

menggunakan formulir Model PSPP 09.

Dalam hal Permohonan tidak dapat diterima

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), majelis sidang

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis.
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Pasal 30
Dalam hal Permohonan sebagai pihak terkait telah
diterima, majelis sidang melakukan pemanggilan pihak
terkait melalui panggilan sidang Adjudikasi penyelesaian
sengketa proses Pemilu dengan melampirkan salinan
Permohonan Pemohon.
Panggilan persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan kepada pihak terkait sebelum sidang
Adjudikasi berikutnya.

Pasal 31

Alat bukti dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu

terdiri atas:

a. surat;

b. keterangan Pemohon dan Termohon;

c. keterangan Saksi;

d. keterangan Ahli;

e. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
dan/atau hasil cetakannya;dan/atau

f.  pengetahuan majelis sidang.

Alat bukti berupa surat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. surat keputusan atau berita acara KPU, KPU
Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; dan

b. dokumen tertulis lainnya.

Alat bukti berupa keterangan Pemohon dan Termohon

disampaikan dalam persidangan Adjudikasi penyelesaian

sengketa proses Pemilu.

Alat bukti berupa keterangan Saksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ berupa:

a. keterangan dari Saksi Pemohon, Termohon, dan
pihak terkait atau dari pemantau Pemilu yang
teregistrasi.

b. saksi yang dihadirkan harus memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut:

1. berusia di atas 17 (tujuh belas) tahun atau

sudah/pernah kawin;
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berakal sehat;
tidak ada hubungan keluarga sedarah dan
keluarga semenda dari Pemohon dan
Termohon;

4. berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang untuk
kesaksian suatu peristiwa;

5. menerangkan apa yang dilihat, didengar, dan
dialami sendiri;

Keterangan dari saksi yang berasal dari pemantau

Pemilu yang terakreditasi.

bukti berupa keterangan Ahli sebagaimanan

dimaksud pada ayat (1) huruf d sesuai dengan bidang

keahliannya yang dapat diajukan oleh Pemohon dan

Termohon dalam sidang penyelesaian sengketa proses

Pemilu.

Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,

yaitu:

a.

informasi elektronik berupa satu atau sekumpulan
data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada
tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto,
electronic data interchange, surat elektronik,
telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf,
tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi
yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat
dipahami oleh orang yang mampu memahaminya,;

dokumen elektronik berupa informasi elektronik
yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau
disimpan dalam bentuk analog, digital,
elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang
dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar
melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk
tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar,
peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda,
angka, kode akses, simbol atau perforasi yang
memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh

orang yang mampu memahaminya; dan
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c. hasil cetaknya berupa hasil cetakan informasi
elektronik dan/atau dokumen elektronik

sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

Pasal 32
Majelis sidang menentukan jadwal pelaksanaan
Adjudikasi menggunakan formulir Model PSPP 15.
Dalam hal Termohon tidak hadir pada penyampaian
panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
(3), majelis sidang melakukan pemanggilan kepada pihak
Termohon untuk hadir dalam Adjudikasi.
Dalam hal Pemohon dan Termohon tidak menghadiri
sidang Adjudikasi pada pemanggilan pertama, majelis
sidang menentukan jadwal dan melakukan pemanggilan
kembali menggunakan formulir model PSPP 16.
Dalam hal Pemohon dan/atau kuasanya tidak
menghadiri sidang Adjudikasi setelah 2 (dua) kali
dilakukan pemanggilan, majelis sidang membuat
putusan Permohonan gugur menggunakan formulir
Model PSPP 21.
Dalam hal Termohon tidak menghadiri sidang Adjudikasi
setelah 2 (dua) kali dilakukan pemanggilan, proses
Adjudikasi tetap dilanjutkan untuk membuat putusan.
Dalam hal Pemohon dan Termohon tidak menghadiri
Adjudikasi pada pemanggilan kedua, majelis sidang
membuat putusan Permohonan gugur menggunakan
formulir Model PSPP 21.
Dalam hal dibutuhkan sidang Adjudikasi lanjutan,
majelis sidang menyampaikan jadwal sidang lanjutan
secara lisan sekaligus sebagai panggilan resmi kepada
para pihak untuk menghadiri sidang Ajudikasi

berikutnya.

Pasal 33

Adjudikasi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a.

b.

penyampaian pokok Permohonan Pemohon;

jawaban Termohon;
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tanggapan pihak terkait;
pembuktian;
kesimpulan para pihak; dan

putusan.

Pasal 34

Pelaksanaan persidangan Adjudikasi dilakukan dengan

tahapan sebagai berikut:

a

pimpinan majelis sidang memberi kesempatan kepada
Pemohon  untuk  membacakan isi Permohonan
penyelesaian sengketa proses Pemilu;

pimpinan majelis sidang memberi kesempatan kepada
Termohon untuk mengajukan dan membacakan Jawaban
Termohon atas Permohonan penyelesaian sengketa
proses Pemilu yang diajukan Pemohon;

dalam hal terdapat pihak terkait, majelis sidang
memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk
menyampaikan tanggapan atas Permohonan
penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan
Pemohon;

setelah penyampaian Permohonan dan Jawaban
Termohon, pimpinan majelis sidang memberikan
kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan
bukti;

para pihak dapat mengajukan Saksi dan Ahli dalam
proses Adjudikasi setelah mendapat persetujuan majelis
sidang;

Saksi sebagaimana dimaksud dalam huruf e terlebih
dahulu diambil sumpah atau janji sesuai dengan
agamanya sebelum dilakukan pemeriksaan;

Majelis sidang dapat menghadirkan lembaga pemberi
keterangan terkait dengan objek yang disengketakan
berdasarkan pertimbangan majelis sidang;

dalam hal pembuktian sebagaimana dimaksud dalam
huruf d telah dilakukan, pimpinan majelis sidang
memberikan kesempatan kepada para pihak untuk

mengemukakan pendapat terakhir berupa kesimpulan
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yang dirumuskan secara tertulis;

setelah  para pihak menyampaikan kesimpulan
sebagaimana dimaksud dalam huruf h, majelis sidang
memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
putusan majelis sidang dituangkan dalam putusan
penyelesaian sengketa proses Pemilu oleh Bawaslu,

Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

BAB VII
GUGURNYA SENGKETA

Pasal 35

Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu

dinyatakan gugur apabila:

a. Pemohon meninggal dunia;

b. Pemohon tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut
dalam proses Mediasi pertama;

c. Pemohon tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut
dalam proses Adjudikasi;

d. Termohon telah memenuhi tuntutan Pemohon pada
saat proses penyelesaian sengketa proses Pemilu;
atau

e. Pemohon mencabut Permohonannya.

Terhadap  Permohonan yang  dinyatakan  gugur

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon tidak

dapat mengajukan Permohonan kembali.

Dalam hal Permohonan sengketa proses Pemilu

dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

majelis sidang membuat Putusan mengenai gugurnya

Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dituangkan dalam putusan gugurnya Permohonan

penyelesaian sengketa proses Pemilu oleh Bawaslu,

Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Sekretaris penyelesaian sengketa memberitahukan

kepada para pihak mengenai Putusan gugurnya

Permohonan dan mengumumkan pada  papan
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pengumuman di Sekretariat Pengawas Pemilu atau media

informasi lainnya.

BAB VIII
PUTUSAN

Pasal 36

Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu
Kabupaten/Kota atas penyelesaian sengketa proses Pemilu
bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap
sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan:

a.  verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu,;

b. penetapan DCT anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan

DPRD Kabupaten/Kota; dan

c.  penetapan Pasangan Calon.

Pasal 37

(1) Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu
Kabupaten/Kota mengenai penyelesaiaan sengketa
proses Pemilu menggunakan Formulir Model PSPP 22
dan dibacakan secara terbuka dan dapat dihadiri oleh
Pemohon, Termohon, dan pihak terkait.

(2) Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berisi:

a. identitas Pemohon dan Termohon;
b. kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau

Bawaslu Kabupaten/Kota;

c. kedudukan hukum;

d. tenggang waktu pengajuan Permohonan;
e. pokok Permohonan;

f.  hal-hal yang dimohonkan;

g. jawaban Termohon;

h. jawaban pihak terkait;

[

keterangan saksi, ahli, dan/atau lembaga pemberi
keterangan;

j-  bukti;
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k. pertimbangan hukum; dan

l.  amar putusan.

Pasal 38

Salinan putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau
Bawaslu Kabupaten/Kota atas penyelesaian sengketa
proses Pemilu disampaikan kepada Pemohon, Termohon,
dan pihak terkait paling lambat 3 (tiga) hari kerja
terhitung sejak tanggal putusan dibacakan.

Dalam hal salinan putusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) belum dapat diberikan, Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesudah
membacakan putusan memberikan petikan amar
putusan kepada para pihak pada hari yang sama
putusan dibacakan.

Salinan putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu
Kabupaten/Kota atas penyelesaian sengketa proses
Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Bawaslu pada hari yang sama
putusan dibacakan dalam bentuk softcopy format word
dan .jpg dan hardcopy pada hari berikutnya.

Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu
Kabupaten/Kota terkait penyelesaian sengketa proses
Pemilu diumumkan di Sekretariat Pengawas Pemilu dan
melalui SIPS Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu
Kabupaten/Kota atas putusan penyelesaian sengketa

proses Pemilu atau media informasi lainnya.

Pasal 39

KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota wajib

menindaklanjuti Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau

Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 37 paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dibacakan.
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BAB IX
PENDAMPINGAN DAN SUPERVISI

Pasal 40
Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa proses
Pemilu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota
dapat meminta pendampingan kepada Pengawas Pemilu
di atasnya.
Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara langsung oleh Bawaslu atau Bawaslu

Provinsi.

Pasal 41
Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa Pemilu,
Bawaslu atau Bawaslu Provinsi dapat melakukan
supervisi kepada Pengawas Pemilu di bawahnya.
Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sebelum pengambilan putusan penyelesaian sengketa

proses Pemilu.

BAB X
KOREKSI PUTUSAN

Pasal 42

Bawaslu berwenang melakukan koreksi terhadap
putusan sengketa proses Pemilu Bawaslu Provinsi dan
Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Koreksi putusan dapat diajukan oleh pihak Pemohon
yang dirugikan atas putusan sengketa proses Pemilu
Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota
paling lama 1 (satu) hari setelah putusan Bawaslu
Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dibacakan
kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan/atau

Bawaslu Kabupaten/Kota.
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Koreksi putusan merupakan bagian dari upaya

administrasi penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Pasal 43

Dalam hal terdapat Permohonan koreksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Bawaslu Provinsi
dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan
koordinasi dengan KPU Provinsi dan/atau KPU
Kabupaten/Kota.

Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan agar KPU  Provinsi dan/atau KPU
Kabupaten/Kota  menunda  pelaksanaan  putusan

Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 44
Bawaslu menerbitkan hasil koreksi paling lama 2 (dua)
hari sejak Permohonan koreksi terhadap putusan
Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota
diserahkan.
Hasil koreksi Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat berupa:
a. menolak Permohonan koreksi Pemohon; atau
b. menerima Permohonan koreksi Pemohon.
Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota
wajib menindaklanjuti hasil koreksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan menerbitkan
putusan baru paling lama 1 (satu) hari sejak hasil
koreksi diterima oleh Bawaslu Provinsi dan/atau
Bawaslu Kabupaten /Kota.
Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota
menyampaikan salinan putusan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) kepada para pihak yang bersengketa.
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BAB XI
PELAPORAN

Pasal 45
Penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diselesaikan
oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
dilaporkan kepada Bawaslu secara berjenjang sesuai
dengan tingkatannya terdiri atas:
a. laporan awal;
b. laporan proses;
c. laporan akhir;
d. laporan tahunan; dan
e. laporan akhir tahapan Pemilu.
Laporan awal disampaikan Bawaslu Provinsi dan
Bawaslu Kabupaten /Kota ketika mendapatkan
Permohonan penyelesaian sengketa dengan cakupan
materi:
a. identitas Pemohon;
b. identitas Termohon;
c. tanggal pengajuan Permohonan;dan
d. objek yang disengketakan.
Laporan perkembangan proses penyelesaian sengketa
proses Pemilu disampaikan setiap tahapan penyelesaian
yang menguraikan aktifitas secara kronologis mencakup:

a. identitas Pemohon;

b. identitas Termohon;

c. tanggal pengajuan Permohonan;

d. identitas pihak terkait;

e. waktu dan tahapan yang diselesaikan;
f.  objek yang disengketakan;

g. waktu dan rencana tahapan selanjutnya dalam
penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan

h. hal lain yang dianggap penting.

Laporan akhir suatu penyelesaian sengketa proses

Pemilu yang dilakukan ketika seluruh penyelesaian

sengketa proses Pemilu telah diselesaikan yang

menerangkan proses penyelesaian sengketa proses



()
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Pemilu yang dilampiri semua salinan dokumen
penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Laporan tahunan penyelesaian sengketa proses Pemilu
merupakan intisari dan perkembangan penyelesaian
sengketa yang disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun.

Laporan akhir dari seluruh tahapan Pemilu yang terkait
dengan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang
menghimpun intisari dan data penyelesaian sengketa

dari awal hingga akhir tahapan Pemilu.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46
SIPS dibentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan
Badan ini diundangkan.
Dalam hal SIPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
belum tersedia, Permohonan penyelesaian sengketa

proses Pemilu diajukan secara langsung.

Pasal 47

Penyebutan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam

Peraturan Badan ini termasuk juga Komisi Independen Pemilu

Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilu Kabupaten/Kota

di Aceh.

Pasal 48

Formulir dalam Peraturan Badan ini tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Badan ini.
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BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49
Pada saat berlakunya Peraturan Badan ini, penyebutan
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dimaknai
sebagai Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan Undang-

Undang Pemilihan Umum.

Pasal 50

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15
Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 920);

2. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor162),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51
Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, petunjuk teknis
dan pelaksanaan dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bawaslu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 162), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini.
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Pasal 52
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Desember 2017

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABHAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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FORMULIR MODEL PSPP 01
PERMOHONAN PENYELESAIAN
PROSES PEMILU

SENGKETA

PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

NOmMOT 1 v #
Lamp
Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Kepada Yth,

Ketua Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu

Kabupaten/Kota ......... **)

di...

I IDENTITAS PEMOHON DAN TERMOHON.
1 a. Nama

b. Pekerjaan/Jabatan : ...

¢ Kewarganegaraal @ .......cccceviieiniiiiiiii s

d. Alamat

e. Nomor Telepon/HP .o

f. Nomor faksimile ..

2 A NAA e

b,  Pekerjaan/Jabatan : ...

¢ Kewarganegaraaml  ......cccceviiiiniiii

d. Alamat

e. Nomor Telepon/HP 1 .

f. Nomor faksimile .
Sebagai ..........ouis vang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU, KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota atau Partai Politik atau gabungan Partai Politik
pengusung pasangan calon, yang tidak ditetapkan KPU (atau permasalahan
obyek sengketa lain)**), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
............. tanggal .................. memberikan Kuasa kepada**):

1

2

S dan seterusnya (bila ada)
Semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari .................... , selanjutnya
disebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di .................... dengan alamat
..................... , nomor telepon/HP ....................., nomor faksimile .....................,
baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi
Kuasa selanjutnya disebut** ) —oooo oo PEMOHON--------
Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota**) Nomor .... Tahun ....... tentang .........

Terhadap
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*¥) ....... yvang berkedudukan di (alamat, kode
pos dan Nomor Telepon/faksimile).............. , selanjutnya disebut -TERMOHON---
I KEWENANGAN BAWASLU/BAWASLU PROVINSI/BAWASLU KABUPATEN/KOTA

(Uraikan  perihal

Kabupaten/Kota dalam memeriksa dan memutus

kewenangan Bawaslu,

Bawaslu Provinsi

penyelesaian

atau  Bawasiu
sengketa

sebagaimana tersebut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
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Umum).

il KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON
(Uraikan perthal kedudukan hukum [legal standing] Pemohon dengan merujuk pada
ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).

v KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON
(Uraikan perihal kedudukan hukum [legal standing] Termohon dengan merujuk pada
ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)

v TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN
Pemohon mengajukkan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ke
Bawaslu, Bawaslu Provinsi/ Bawaslu Kabupaten/Kota ketika KPU menerbitkan
Keputusan KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota nomor.... tentang Bahwa
penetapan/ pengumuman  Keputusan  KPU  Provinsi/ KPU  Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari ...... tanggal ...... bulan ..... tahun .....

pukul .......
{tambahkan penjelasan lain yang dianggap perl)

VI POKOK PERMOHONAN
Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai obyek permohonan yang
disengketakarn Pemohon ... {Jelaskan secara detail kiaim versi Pemmohon yang benar
dengan membandingkan pengumuman keputusan yang dilakukan oleh Termohon.
Dalam perbandingan ini silakan disebutkan data-data antara Pemohon dan
Termohon. Jelaskan pula sebab terjadinya perbedaan dimaksud disertai alat buikti.)
Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsiy/ KPU

Kabupaten/Kota........ Nomor ............... tanggal............... tentang.. ... yang
diumumbkan pada hari ......... tanggal ......... tahur ... pukul .......... WIB, yaitu sebagai
berikut:

VII ALASAN-ALASAN PERMOHONAN
Pada bagian ini, Pemohon menguraikan alasan-alasan permohonan sengketa berupa
fakta-fakta yang disengketakan (Jelaskan secara detail yang disertai bukti
pendukung)

VIII PETITUM (hal-hal yang dimohonkan Pemohon)
Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu,
Bawaslu Provinsiy/ Bawaslu Kabupaten/Kota...... untuk menjatuhkan Putusan
sebagai berikut:
Mengabulkan/ Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian
Membatalkan Keputusan KPU, KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota.... Nomor....
Tentanyg....
Meminta kepada KPU, KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/ Kota..... untuk melaksanakan
Putusan int.

Apabila Bawaslu, Bawaslu Provinst atau Bawaslu Kabupaten/ Kota ....berpendapat
lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bonoj.

Demikianlah permohonan Pemohon, dengan harapan Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau
Bawaslu Kabupaten/Kota....... dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan
ini secara adil.

Hormat kami,
PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON

PEMOHON KUASA HUKUM
1. Nama 1. Nama
Materai Rp
6000 [Tanda tangan]

[Tanda tangan]
2. Nama 2. Nama

[Tanda tangan)| [Tanda tangan)|
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Catatan:

] . Diisi dengan nama nomor surat Permohonan
*#) : Diisi dengan nama wilayah atau daerah

*) . Diisi sesuai kebutuhan

ek . Diisi dengan nomor surat kuasa khusus

deekeick) . Diisi dengan identitas advokat/penasihat hukum Pemohon
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FORMULIR MODEL PSPP 02
TANDA TERIMA BERKAS

TANDA TERIMA BERKAS

Telah diterima dokumen Berkas permohonan Pemohon/jawaban
Termohon/permochonan Pihak Terkait/Pemberi Keterangan Penyelesaian Sengketa
Proses Pemilu

1. Nama @ .
2. Pihak : Pemohon/Termohon/Pihak Terkait/Pemberi
Keterangan**)

No |Jenis Berkas Jumlah Keterangan

1 Dalam penyelesaian sengketa Proses Pemilu terkait
keputusan KPU/KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota....
(kondisi lengkap adalah permohonan dan keputusan
yang disertai alat bukti yang menjadi objek
sengketa)

2

dst

Berkas sudah lengkap atau belum lengkap***)
[jika belum lengkap] Dokumen yang belum lengkap terdiri atas:

3. ...dst
Kelengkapan Berkas harus sudah diserahkan 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan ini.
|jika belum lengkap]|

............... y eerreeins 20,5
Pukul ....... *Ha) Petugas
Permohonan/Termohon/ Pihak Penerima
Terkait/Pemberi Keterangan
(tanda tangan dan nama jelas) (tanda tangan dan nama jelas)
Catatan:
*) . Nomor Tanda Terima Berlas berbeda dengan nomor
Register Permohonan
*#) . Coret yang tidak perlu
FiF) . Khusus terkait berkas permohonan
i) . Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun
Fikah) . Diisi sesuai dengan waktu setempat

www.peraturan.go.id
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FORMULIR MODEL PSPP03
PENDAFTARAN ONLINE PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILII

KOP
PENGAWAS

PENDAFTARAN ONLINE PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

NIK

Nama Lengkap

E-mail

Nomor tlpn/Hp

Ketikan Kode Captcha di bawah ini
abcdef

-0

Lanjutkan

(Setelah anda menekan tombol LANJUTKAN, silahkan cek e-mail untuk
mendapatkan konfirmasi Username dan Password untuk login dalam laman
pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu)
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FORMULIE MODEL FEPF 04
PER.MOHON AN COHLINE PENYELES &14N
SENGEETA FROSES FEMILTT

FORMULIR PERMOHONAN ONLINE FENYELESAIAN SENGHKETA PROSES
FE MILU

Silahlcan lengloapi permohonan penyelezaian senglketa Proges Pamilu

IDENTITAS PEMOHON

MNatma

Alarmat : | |

Momor Telp /Hp : | |

E-mail : | |

KTP/Paspor : | ‘ [Upload)

IDENTITAS TERMOHON

Natma : | |

Alamat : | |

Notmor Telp /Hp : | |

OBJEK SENGKETA : | ‘

Silahlon upload dotawmen Fermohonan Fenyelesalon sengleta Proses Femilu

| l {File Permohonan diupload dalarm format Pdf atau Jpg)

‘ ‘ {File Bulgidiupload dalarm format Pdf atau Jpg )
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FORMULIR MODEL PSFPP 05
REGISTRASI PERMOHONAN  PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILU
KOP ™,
PENGAWAS

% PEMILIHAN /

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSIL......./BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN/KOTA.......... *

BERITA ACARA
REGISTRASI PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nama Pemohon
Tempat/Tanggal Lahir
Alamat

Pekerjaan

a. Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas yang dilakukan petugas penerima
permohonan, berkas permohonan dinyatakan lengkap.

b. Bahwa petugas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mencatatkan permohonan
pemohon di dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
sebagai tanda bahwa laporan yang berisi permohonan sengketa sudah diterima
oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi ........... atau Bawaslu Kabupaten/Kota......... *)

Petugas Penerima Permohonan

(tanda tangan dan nama jelas)

Catatan:
#) : Diisi sesuai dengan nama wilayah
) : Nomor di dalam Berita Acara Registrasi Penerimaan
Permohonan sama dengan nomor penerimaan permohonan
di Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
sesuai dengan penomoran khusus untuk masing-masing wilayah
i) . Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun
k) . Diisi sesuai dengan waktu setempat

www.peraturan.go.id
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FORMULIR MODEL PSPP 06
PEMBERITAHUAN PERMOHONAN TIDAK DAPAT

DITERIMA
KOP

PENGAWAS

PEMILIHAN
Nomor PP # Ythe o
Lampiran @ ..., Al
Perihal . Permohonan Tidak Dapat

Diterima

Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan

Umum  Provinsi ... **Jatau Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota........... **dengan ini memberitahukan
kepada:....winnnn, ***  sebagai Pemohon, dalam perkara

permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu vang telah diajukan
permohonan Penyelesaian sengketanya Badan Pengawas Pemilihan

Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi ...... *Hatau
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota........... ) pada
tanggal ... bulan...tahun..”**% dinyatakan tidak dapat diterima

karena dalam pengajuan berkas melewati waktu, menyatakan bahwa
“‘Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu  Kabupaten/Kota
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dalam Permohonan tidak
dapat diterima.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

Badan Pengawas PemilihanUmum,

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi....
atau

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota...
Sekeretaris Jenderal/Kepala Biro/Kepala
Bagian/Kepala Sekretariat/Kepala Subbagian

(tanda tangan dan nama jelas)

Catatan:

*) . Diisi dengan nomor surat keluar

*#) : Diisi dengan nama wilayah atau daerah

i) . Diisi dengan nama pemohon

rax) o Diist dengan tanggal pengajuan permohonan

wak) - Diisi dengan tempat, tanggal, dan tahun
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FORMULIR MODEL PSPFP 07
PEMBERITAHUAN PERMOHONAN TIDAK DAPAT

DIREGISTER
KOP
PENGAWAS
PEMILIHAN
Nomor PPN # Yth. oo
Lampiran : ... dioviviinnn

Perihal . Permohonan Tidak dapat Diregister

Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi...... **) atau Bawaslu Kabupaten/Kota...*¥ dengan ini
memberitahukan  kepada :....ooceiinn **¥ sebagai Pemohon,
dalam perkara permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang
telah diajukan pemohon pada Badan Pengawas Pemilihan Umum,

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi....**) atau Bawaslu
Kabupaten/Kota ........... **) pada tanggal ...... *4 dinvatakan tidak dapat
diregister.

Hasil pemeriksaan berkas, terdapat kekurangan, dan/atau
ketidaklengkapan dokumen sebagai berikut:

1. Permohonan penyelesaian sengketa

2. Keputusan KPU, KPU Provinsi....**) atau KPU Kabupaten.../Kota...**)
vang menjadi objek sengketa.

3. Pemohon tidak melengkapi berkas setelah diberitahukan untuk
melengkapi berkas sampai dengan batas waktu yang ditentukan
sesuai dengan pemberitahuan tanda terima nomor..., tanggal...... ki k)

Demikian Pemberitahuan ini disampaikan.
............... s e, D0, )

Badan Pengawas PemilihanUmum,

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi....
atau

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota...
Sekeretaris Jenderal/Kepala Biro/Kepala
Bagian/Kepala Sekretariat/Kepala Subbagian

(tanda tangan dan nama jelas)

Catatan.:

*) . Diist dengan nomor surat keluar

*#) : Diisi dengan nama wilayah atau daerah

k) . Diisi dengan nama permohon

i) . Diisi dengan tanggal pengajuan permohonan

i d ) Diist dengan nomor tanda terima berkas dan tanggal pemberitahuan
untuk melengkapi berkas permohonan

ki) Diisi dengan tempat, tanggal, dan tahun
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FORMULIR MODEL PSPP 08
PERMOHONAN PIHAK TERKAIT PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILU

PERMOHONAN PIHAK TERKAIT PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor : ... ] Kepada Yth,

Ketua Bawaslu, Bawaslu
Provinsi/ Bawaslu Kabupaten/Kota

Perihal : Permohonan Pihak Terkait @~ = ........ **)

Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilu

I IDENTITAS PIHAK TERKAIT

1. a. Nama e e e e e

b. Alamat PPN

c. Nomor P
Telepon/HP

d. Nomor faksimile L e e ettt n et aaean

2. a. Nama P

b. Alamat PP

c. Nomor et e
Telepon/HP

d. Nomor faksimile PPN

Sebagai Pihak Terkait vang dirugikan atas pengajuan permohonan
penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (atau permasalahan obyek sengketa lain),
dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ............. tanggal
.................. **4) memberikan Kuasa kepada:

oo

2.

B dan seterusnya (bila adaq)

Semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari ..................... , selanjutnya
disebut Penerima Kuasa, vang berkedudukan di .................... dengan alamat

..................... , nomor telepon/HP ..................., nomor faksimile
...................... , baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan
atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut ----------------mmmmmmmmmmmmmeee
———————————————————————————————————— PIHAK TERKAIT.**¥

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Sebagai Pihak Terkait kepada Ketua
Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota ............. * Dalam
penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yang diajukan oleh.......... *

II. KEWENANGAN BAWASLU/BAWASLU PROVINSI .../BAWASLU KABUPATEN
.../KOTA...
(Uraikan perihal kewenangan Bawasiu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu
Kabupaten/Kota dalam memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa
sebagaimana tersebut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum)

III KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT
(Uraikan perihal keduduian hukum flegal standingf Pemohon Pihak terkait)

IV TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT
Pemohon Pihak Terkait dapat mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa
Proses Pemilu ke Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota Pihak
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Catatarn:
i

* :l-)

ik ﬂ-)

EE T *)

)Hi-)i-ﬂ-ﬂ-)

-44-

terkait kepada Bawaslu, Bawashli Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota

paling lambat pada adjudikasi kedua.

Pengajuan Permohonan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dilakukan pada

hari ...... tanggdl ...... bulan ... tahun ..... ki)
(tambahkan penjelasan lain yang dianggap perlu)

ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT

Pada bagian ini, Pemohon pihak terkait menguraikan alasan-alasar
permohonan sebagai pihak terkait dalam penyelesaian Sengketa Proses Perilu

{Jelaskan secara detail yang disertai bukti pendukung)

Demikianlah permohonan Pihak Terkait, dengan harapan Bawaslu, Bawaslu
Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota....... *) dapat segera memeriksa dan
memutuskan permohonan ini secara adil.

Hormat kami,
PIHAK TERKAIT/KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT

[Tanda tangan]| 2, [Tanda tangan]|
Nama

Nama

[Tanda tangan]| 4, [Tanda tangan)|

Nama Nama

Diisi dengan nama nomor surat pihak terkait

Diisi dengan nama wilayah atau daerah

Diisi dergan nomor surat kuassa khusus pihak terkait
Diisi dengan identitas kuasa hukum pihak terkait

Diisi dengan tanggal pengajuan permohonan pihak terkait
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FORMULIR MODEL PSPP 09
PEMBERITAHUAN PERMOHONAN SEBAGAI FIHAK
TERKAIT TIDAK DAPAT DITERIMA
{ PENGAWAS
PEl\ﬂLJHAI\I___._.-=';
Nomor T .. Ythoonnn
Lampiran @ .............. e
Perihal : Permohonan Sebagai Pihak Terkait

Tidak Dapat Diterima

Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi ...... atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota........ **)
dengan ini memberitahukan kepada:.....ccoiii, **4)  yang
mengajukan permohonan sebagai Pihak  Terkait, dalam perkara
permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu Nomort...... )
sebagaimana telah diajukan permohonan sebagai pihak terkait Badan
Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi ......
atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota...... **) pada tanggal
...... bulan... tahun..*****) dinvatakan tidak dapat diterima sebagai Pihak
Terkait karena pengajuan berkas telah melewati batas waktu, menyatakan
Bawaslu atau Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dalam hal permohonan tidak
dapat diterima.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan.
............... 10 N |
Badan Pengawas Pemilihan Umum,
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi....

atau
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota...

(tanda tangan dan nama jelas)

Catatan:

*) . Diisi dengan nomor surat keluar Pengawas Pemilihan

) . Diisi dengan nama wilayah atau daerah

i) . Diisi dengan nama pihak terkait

i) ;. Diisi dengan nomor permohonan pemohon

Fikik) . Diisi dengan tanggal pengajuan permohonan pihak terkait
ki) : Diisi dengan tempat, tanggal dan tahun surat

www.peraturan.go.id
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Nama
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FORMULIR MODEL PSPP 10
BERITA ACARA PENERIMAAN PERMOHONAN
PIHAK TERKAIT
KOP
PENGAWAS
“.PEMILIHAN."

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSL......./BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN/KOTA........... )

BERITA ACARA
PENERIMAAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT

Pemohon

Tempat/Tanggal Lahir

Alamat

Pekerjaan

a.

Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas yang dilakukan petugas penerima
permohonan, berkas permohonan dinyatakan lengkap.

b. Bahwa petugas penyelesaian sengketa mencatatkan Permohonan Pihak Terkait

C.

di dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagai
tanda bahwa laporan yang berisi Permohonan Pihak Terkait sudah diterima
oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi ........... atau Bawaslu Kabupaten/Kota......... )

Bahwa Permohonan Pihak Terkait telah diterima terhadap permohonan
sengketa proses penyelesaiaan pemilu dengan Nomor...../...... / (Kode
wilayah) / (bulan romauwn) [ (Tahun)*¥)

............... e 200,55
Pukul ....... Hiis)

Petugas Penerima Permohonan

(tanda tangan dan nama jelas)

Catatan:

#) Diisi dengan nama wilayah

#) Nomor di dalam Berita Acara Penerimaan Pihak
terkait sama dengan nomor penerimaan sebagai pihak
terkait di Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa
Proses Pemilu

ikt Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun

k) - Diisi sesuai dengan waktu setempat
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FORMULIR MODEL PSPP 11
PANGGILAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU

KOP
PENGAWAS
PEMILIHAN
Nomor PP ORI 4 Ythe oo
Lampiran @ o Aicvevin,

Perihal :  Panggilan Mediasi
Penyelesaian Sengketa
Proses Pemilu

Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi....atau Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten.... /Kota.....*) dengan ini memberitahukan
kepada:........oocooviiinnnnnn, ) sebagai Pemohon /[
Termohon dalam perkara permohonan penyelesaian sengketa
Proses Pemilu vang telah didaftar dalam Buku Register Perkara
Penyelesaian Sengketa Nomor ....... oo e yA— L) untuk
menghadiri mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang
akan diselenggarakan pada:
Hari/tanggal : ..............ccccoiiiinn,
Pukul PP
Tempat O
Acara P
Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6109), maka para pihak untuk
menghadiri agenda Mediasi Badan Pengawas Pemilihan Umum/
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi...../ Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten..../Kota...... **)

Demikian panggilan ini disampaikan atas kehadirannya diucapkan
terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan
Umum,Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi... [/

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten.../Kota....... **)
Sekeretaris Jenderal/Kepala
Biro/Kepala Bagian/Kepala
Sekretariat/Kepala Subbagian

Ttd
(o, )

Catatarn:

*) : Diisi dengan nomor surat panggilan Mediasi

*#) . Diisi dengan wilayah

i) . Diisi dengarn nama para pthak yang dipanggil

k) . Diisi dengari nomor registrasi permohonan

ki) . Dusi dengarn jadhwal Mediasi

ks ) . Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun
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FORMULIR MODEL PSPP 12
BERITA ACARA MEDIASI

P MENCAPAI KESEP AKATAN
KOP

PENGAWAS
PEMILIHAN

n"'"

BERITA ACARA

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan

Nomor Permohonamn @ ... *
Bahwa Bawaslu, Bawaslu atau Provinsi........... ] atau Bawaslu
Kabupaten.../Kota............... ) telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:
Nama D e e e e
No. KTP L
Alamat/Tempat Tinggal ..o
Tempat, Tanggal Lahir PP
Pekerjaan/Jdabatan @ ...
dengan surat permohonan bertanggal ..... *#) yang diterima di Bidang Penyelesaian

Sengketa Proses Pemilu pada hari...,tanggal ....,bulan.... tahun....*** dan dicatat
dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor ....
perihal....**¥

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Nama D e e e e
No. KTP L
Alamat/Tempat Tinggal ..o
Tempat, Tanggal Lahir D e
Pekerjaan/Jdabatan @ ...

Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Bahwa Bawaslu/Bawaslu Provinsi........ */Bawaslu Kabupaten/Kota....*) sudah
memimpin mediasi yang dihadiri pihak pemohon dan termohon pada
tanggal....bulan.... tahun.....* %

Bahwa dari proses mediasi yvang dilakukan para pihak telah mencapai kesepakatan
pada tanggal.... bulan ..... tahun...... pukul. ., FrE)

Bahwa hasil kesepakatan para pihak adalah sebagai berikut:
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Demikian Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang dibuat
Para Pihak di Bawaslu/Bawaslu Provinsi.../Bawaslu Kabupaten.../Kota .... dan
apabila salah satu pihak tidak menjalankan kesepakatan di atas akan dikenakan
sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kesepakatan ini dibuat di

Hari dan tanggal dibuatnya
kesepakatan

PARA PIHAK

Pemohon, Termohon,

Mengetahui,
BAWASLU/BAWASLU PROVINSI.../ BAWASLU KABUPATEN.../KOTA...
PIMPINAN MEDIASI,

Tembusan :

1. Pemohon

2. Termohon

3. KPU

4. Instanst Terkait, dan

5. Arsip

Catatan:

*) . Diisi dengan nama wilayah

*#) . Diisi dengan nomor permohonan

i) Diisi dengan tanggal diterimanya permohonan

A Diisi dengan nomor pencatatan dalam buku register
REAE Diisi dengan tanggal, bulan, tahun mediasi

ik ) Diisi dengan tanggal, bulan, tahun mediasi telah mencapai kesepakatan
ks ) Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, tahun
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FORMULIR MODEL PSPP 13
PUTUSAN TERJADINY A
KESEPAKATAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM...*)/BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI...*)/ BADAN PENGAWAS PROSES PEMILU UMUM
KABUPATEN.../KOTA...*)

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESATIAN SENGKETA
PROSES PEMILU

mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai

kesepakata:

I. Identitas Para Pihak

Nama e
No.KTP PP
Tempat, Tanggal lahir O PSPPI
Alamat/Tempat Tinggal O PO
Pekerjaan/Jabatan O PSPPI
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Nama ST
No.KTP S
Tempat, Tanggal lahir N
Alamat/Tempat Tinggal PO PSP
Pekerjaan/Jabatan P

Selanjutnya disebut sebagai Termohon

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

ITI. Kesepakatan Para Pihak
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Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu/Bawaslu
Provinsi...... /Bawaslu Kabupaten..../Kota..... oleh 1)....., 2)...... » 3)eenns
masing-masing scbagai Anggota Bawaslu atau Bawaslu Provinsi atau
Bawaslu Kabupaten/Kota dan diucapkan dihadapan para pihak serta
terbuka untuk umum pada hari... tanggal....bulan.... tahun..... Oleh
i TR s 2)ei s 3 masing-masing sebagai anggota
Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../ Bawaslu Kabupaten...../Kota

Anggota Bawaslu/Bawaslu Provinsi....... /Bawaslu Kabupaten /Kota
ttd ttd ttd
(corvenrimiiii ) (covmveminiiniiiiiann ) (coneeiiiin )
Sekretaris
ttd
(coneenieiininins )
Tembusan :

1. Pemohon;

2. Termohon;

3. KPU (setingkat diatasnya);

4. Pengawas Pemilihan (setingkat diatasnya); dan

5. Arsip.

Catatan:

*) . Diisi dengan nomor permohonan penyelesaian sengketa
i Diisi dengan tempat kesepakatan dibuat

k) Diisi dengan hari dan tanggal dibuainya kesepakatan

2017, No.1826
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FORMULIR MODEL PSPP 14
BERITA ACARA MEDIASI TIDAK
MENCAPAI MUFAKAT

S kop ™
PENGAWAS
PEMILIHAN

BERITA ACARA

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tidak Mencapai Mufakat

Nomor Permohonan: ..............oooiiiiiiiiiiiic s b
Bahwa Bawaslu, Bawaslu atau Provinsi........... # atau Bawaslu
Kabupaten.../Kota............... * telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:
Nama L
No. KTP PP
Alamat/Tempat Tinggal ...
Tempat, Tanggal Lahir D e e
Pekerjaan/Jabatan : ..o,

dengan surat permohonan bertanggal .....** vang diterima di Divisi/Bagian
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada hari...,tanggal ....,bulan.... tahun....**) dan
dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor ....
perihal... **¥

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Nama P
No. KTP P
Alamat/Tempat Tinggal ...
Tempat, Tanggal Lahir S
Pekerjaan/Jabatan : ......occovviivii

Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Bahwa Bawaslu/Bawaslu Provinsi........ */Bawaslu Kabupaten/Kota....*) sudah
memimpin mediasi yang dihadiri pihak pemohon dan termohon sejak tanggal ....
hingga tanggal......... bulan.... tahun.... **¥

Bahwa dari proses mediasi yang dilakukan para pihak tidak mencapai kesepakatan.
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Demikian  Penyelesaian  Sengketa  Proses  Pemilu di  Bawaslu/Bawaslu

Provinsi...*)/Bawaslu Kabupaten.../Kota ....%

Dibuat di

Hari dan tanggal dibuatnyva P

PARA PIHAK

Pemohon, Termohon,

Mengetahui,
BAWASLU/BAWASLU PROVINSI.../BAWASLU KABUPATEN.../KOTA...
PIMPINAN MEDIASI,

Tembusan:

1. Pemohon

2. Termohon

3. Instansi Terkait, dan

4. Arsip

Catatan:

*) . Diisi dengan nama wilayah

##) : Diisi dengarn nomor permohonan

i) Diisi dengan tanggal diterimanya permohonan

k) Diisi dengan nomor pencatatan dalam buku register
ki) Diisi dengan tanggal, bulan, tahun mediasi

ik ) Diisi dengan tanggal, bulan, tahun mediasi tidak mencapai kesepakatan
ks ) Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, tahun
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FORMULIR MODEL PSPP 15
JADWAL PELAKSANAAN
MEDIASI DAN ADJUDIKASI

JADWAL PELAKSANAAN MEDIASI DAN ADJUDIKASI

NOmOT fciuiiirietiieicnrerenececieiecacanenes *)
1
2
dst
Catatan:
*) : Nomor Register Permohonan

www.peraturan.go.id



Nomor
Lampiran
Perihal

Catatan:
%)

)Hi-)

***)

EX TS *)

EX T ¥ ﬂ-)

******}
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FORMULIR MODEL PSPP 16
PANGGILAN ADJUDIKASI

7 KOP ™, PEMCHON/TERMOHON/S AKSI/AHLI

PENGAWAS

PEMILIHAN

Panggilan Persidangan
Adjudikasi Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilu

Badan Pengawas Pemilihan Umum/Badan Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi.../Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten...../Kota.....*® dengan ini
memanggili......covivviiiini 4 sebagai  Pemohon/
Termohon/Saksi/ Ahli**+), dalam perkara Permohonan

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah didaftar
dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses

Pemilihan Umum Nomor .............. ) untuk menghadiri
persidangan adjudikasi yang akan diselenggarakan pada:
Hariftanggal : ...

Waktu P

Tempat P

Agenda O )

Demikian panggilan ini disampaikan atas kehadirannya diucapkan
terima kasih.
................ sevrrnreneneninnnnn 20000

Badan Pengawas Pemilihan Umum/
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi.../Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota....... **)
Sekeretaris Jenderal/Kepala
Biro/Kepala Bagian/Kepala
Sekretariat/Kepala Subbagian,

Ttd

Diisi dengan nomor surat panggilan persidangan adjudikasi
dipilih salah satu dan diisi sesuai dengan wilayah

ditsi dengan nama para pihak yang dipanggil

Dipilin salah satu

Diisi dengan nomor registrasi permohonart

Diisi dengan jadwal adjudikasi
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FORMULIR MODEL PSPP 17
JAWABAN TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

#KOP KPU.KPU ™,
PROVINSIKAB
UPATEN/KOTA

JAWABAN TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor L e, ] Kepada Yth,
Lamp et Ketua Bawaslu, Bawaslu
Provinsi/ Bawaslu Kabupaten/Kota
Perihal . Jawaban Termohon terhadap )
Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilu

I IDENTITAS TERMOHON

1 a. Nama T
b. Pekerjaan/Jabatan SO S YOV SPOPRTPON
C. Kewarganegaraan e
d. Alamat e
e Nomor Telepon/HP e
f. Nomor faksimile e

2 a. Nama PR
b. Pekerjaan/Jabatan e
C. Kewarganegaraan e
d. Alamat e
€. Nomor Telepon/HP e
f. Nomor faksimile e

Sebagai Pihak Termohon dalam permohonan penyelesaian sengketa Proses

Pemilu  diajukan  oleh ... =¥ kepada Bawaslu, Bawaslu
Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota............. , dalam hal ini berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor ............. =% tanggal .................. memberikan Kuasa

kepada:
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1o

20

T dan seterusnya (bila adq)
Semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari ..................... , selanjutnya
disebut Penerima Kuasa, vang berkedudukan di .................... dengan alamat

..................... s nomor telepon/HP ey nomor faksimile
...................... , baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan
atas nama Pemberi Kuasa.***¥)

Bahwa Sesuai dengan Surat Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Bawaslu
Kabupaten/Kota .............c.oe. ) NOmMOT v Fheia)
Perihal: Undangan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan sesuai
dengan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Terkait Keputusan
KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota ................... *¥ vang diajukan oleh
...................................................... ** maka dengan ini kami sampaikan
jawaban terhadap dalil permohonan PEMOHON sebagai berikut:

I TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN JAWABAN TERMOHON

(Pada bagian int uraikan perihal tenggang/ jangka walktu Termohon dalaim
menjawab permohornian Pemohon dalam penyelesaian sengketa Proses Perilu)

III KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

(Uraikan perihal kedudukan hukum flegal standing] Pemohon dengan merujuk pada
ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penulithan Umum)

v JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

(Pada bagian ini uratkan secara jelas dan lengkap adalah mengenai pokok
permohonart yang disengketakan Pemohon ... {Jelaskan secara detail klaim versi
Termohon yang benar dengan membandingkan pengumuman keputusan yang
dilakukan oleh Termohon. Dalam perbandingan ini silakan disebutkan data-data
antara Pemohon dan Termohon. Jelaskan pula sebab terjadinya perbedaan
dimaksud disertai alat bukti )

v PETITUM (hal-hal yang dimohonkcan Pemohon)

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu,
Bawaslu Provinsi/ Bawasiu Kabupaten/ Kota...... untuk menjatuhkan  Putusan
sebagat berikut:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Apabila Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota ....%)
berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya {ex aeqtio et bono).

Demikianlah jawaban Termohon, dengan harapan Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau
Bawaslu  Kabupaten/Kota....... * dapat segera memeriksa dan memutuskan
permohonan ini secara adil.
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Hormat kami,

TERMOHON/KUASA HUKUM TERMOHON******#)

1 [Tanda tangan]| 1. [Tanda tangan]|
Nama

Nama

2. [Tanda tangan]| 2. [Tanda tangan)]
Nama Nama

Catatan

| : Diisi dengan nama nomor surat Termohon

** . Diisi dengan nama wilayah atau daerah

) : Diisi dengan nama Pemohon

ek . Diisi dengan nomor surat kuasa khusus

ek . Diisi dengan identitas advokat/penasihat hukum Termohon

#ddady 1 Diisi dengan nomor undangan Adjudikasi

waeisy o Diisi dengan yang mewakili sebagai Termohon



Nomor
Lampiran
Perihal

Catatan:
%)

* 7l-)

EX ] *)

EX TS *)

***ﬂ-ﬂ-)
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S kop TN,
PENGAWAS

PEMILU .,-: FORMULIR MODEL PSFP 18
4 PANGGILAN PIHAK TERKAIT

Panggilan Pihak Terkait
Dalam Adjudikasi
Penyelesaian Sengketa
Proses Pemilu

Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi....atau Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten..../Kota.....*) dengan ini memberitahukan kepada:
Pihak Terkait dalam perkara permohonan penyelesaian sengketa
Proses Pemilu vang telah didaftar dalam Buku Register Perkara
Penyelesaian Sengketa Nomor ....... A e Jon ) untuk
menghadiri adjudikasi yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : ...

Pukul e

Tempat O

Acara e k)

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6109), maka para pihak untuk
menghadiri agenda Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum,
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi...../ Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten..../Kota...... *#)

Demikian Panggilan Ini Disampaikan Atas Kehadirannya
Diucapkan Terima Kasih.
................ RPN~ 0 N S

Badan Pengawas Pemilihan Umum,
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi/ Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten.../Kota....... *#)
Sekeretaris Jenderal/Kepala
Biro/Kepala Bagian/Kepala
Sekretariat/Kepala Subbagian,

Ttd

Diisi dengan nomor surat panggilan adjudikasi
Diisi dengan wilayah

Diisi dengan nomor registrasi permohonart
Diisi dengan jadwal adjudikasi

Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun
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FORMULIR MODEL PSFP 19
BERITA ACARA KETERANGAN
SAKSI

.-'"'f KOoP
PENGAWAS
PEMILIHAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSL....... *)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA....... h|

BERITA ACARA

KETERANGAN SAKSI DIBAWAH SUMPAH

Pertanyaan:

Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan dibawah Sumpah?

Jawaban:

Ya, saya bersedia

——————————————— Pada hariini ......, tanggal .... bulan .......... tahun ........., sekitar

Bersedia bersumpah/berjanji* sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saya anut,
vakni agama .............. terkait adanya Permohonan Sengketa Nomor : ............ ) yang
diajukan oleh............ faliale]

Dengan ini saya akan memberi keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari
pada vang sebenarnya. ----------

Demikian Sumpah/janji* saya, dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai
tuntutan agama dan kepercayaan vang saya anut. ----------



Catatarn:

“)
* :(-)
& ﬂ-ﬂ-)

****}

61 2017,

Saya yang bersumpah/berjanji,

Materai Rp 6000

Diisi dengan wilayah

: Diisi dengan hari, tanggal, bulan, dan tahun serta waktu setempat

: Diisi dengan nomor permohonan penyelesaian sengketa

Diisi dengan nama pemohon

No.1826
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---..__'_‘ FORMULIR MODEL PSPP 20
KOP ""-.‘ BERITA ACARA KETERANGAN AHLI
PENGAWAS
PEMILIHAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSL....... A/

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN.../KOTA....... )

BERITA ACARA

KETERANGAN AHLI DIBAWAH SUMPAH

Pertanyaan:
Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan di bawah Sumpah?
Jawaban:

Ya, saya bersedia

vakni agama .............. terkait adanya Permohonan Sengketa Nomor : ............ ) yang
diajukanoleh .........cocovvviininnnn )

Dengan ini saya Sebagai Ahli akan memberi keterangan sesuai dengan
keahlian saya. -----------mmmm oo )

Demikian Sumpah/janji* saya, dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai

tuntutan agama dan kepercayaan vang saya anut. ---------------—-------

Saya yang bersumpah/berjanji*,

Materai Rp
6000
Catatan:
*) . Diisi dengan wilayah
) . Diisi dengan hari, tanggal, bulan, dan tahun serta waktu setempat
k) . Diisi dengan nomor permohonan penyelesaian sengketa
FEE) . Diisi dengan nama pemohon
Fikkid) Diisi dengan bidang keahlian pemberi keterangan
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FORMULIR MODEL PSPP 21
PUTUSAN GUGURNYA
PERMOHONAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM/BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM PROVINSI...... /
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA...... *)

PUTUSAN GUGURNYA PERMOHONAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Permohonan:...... **)
Menimbang: a. bahwa Bawaslu/Bawaslu Provinsi...... /Bawaslu
Kabupaten...... /Kota...... telah mencatat dalam Buku

Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses
Pemilihan Umum, permohonan dari:
Nama N
No. KTP/SIM/Paspor @ .ovviiiviiiiiiiiinininniinans
Alamat/Tempat R
Tinggal
Tempat,Tanggal lahir : ...
Pekerjaan/Jabatan P
dengan permohonan bertanggal ..... **%), memberikan kuasa
kepada...... **¥) dan dicatat dalam Buku Register
Permohonan Penyelesaian $Sengketa Proses Pemilihan
Umum dengan Nomor ....*¥)

b. Sengketa antara Pemohon dengan Termohon
dinyatakan Gugur dikarenakan alasan:

1) Pemohon meninggal dunia,

2) Pemohon tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut dalam
proses mediasi pertama,

3) Pemohon tidak hadir 2 {dua) kali berturut-turut dalam
proses adjudikasi

4) Termohon telah memenuhi tuntutan Pemohon pada saat
penyelesaian sengketa proses pemilu

5) Pemohon mencabut permohonannya..... **#%%)

c. bahwa Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu
Kabupaten..../Kota..... terhadap Permohonan Penyelesaian
Sengketa  Proses Pemillhan Umum  Nomor....... **,

mengambil kesimpulan sebagai berikut:
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Mengingat: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum;
Menetapkan:
Permohonan Pemohon Gugur
Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu/Bawaslu Provinsi...... /
Bawaslu Kabupaten...../Kota........ * oleh 1)....., 2)...... REC) masing-masing
sebagai Anggota Bawaslu/Bawaslu Provinsi...... /Bawaslu

Kabupaten...../Kota...... *) dan diucapkan dalam sidang adjudikasi yang terbuka

untuk umum pada hari... tanggal.... Bulan..... Tahun...... oleh 1).......... ,
) T S ) R masing-masing sebagai anggota Bawaslu/Bawaslu
Provinsi....... /Bawaslu Kabupaten..../Kota.....?

ttd ttd Ttd
N ) PPN ) (v )
Sekretaris
Ttd
(corvvmmrrmiininnes )
Catatan:
# : Diisi dengan nama wilayah
i) . Diisi dengan nomor permohonan
i) Diisi dengan tanggal permohonan
i) Diist dengan nama penerima kuasa
ki) Diisi dengan alasan gugurmya permohonan
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FORMULIR MODEL PSFPP 22
PUTUSAN PENYELE SAIAN
SENGKETA PROSES PEMILU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM/ BADAN PENGAWAS
PEMILTHAN UMUM PROVINSI.../BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN...../KOTA...*)

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILTHAN UMUM

Nomor Register Permohonan:..../........ Joeereanen feeneens #*)
Menimbang : a. bahwa Bawaslu/Bawaslu Provinsi...../Bawaslu
Kabupaten...../Kota...... telah mencatat dalam Buku

Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemillhan Umum,
permohonan dari:
Nama E N
No. KTP/SIM/Paspor S R
Alamat/Tempat Tinggal e
Tempat, Tanggal Lahir S PPN
Pekerjaan/Jabatan S
dengan permohonan bertanggal ..... ,***) dalam hal ini
memberikan kuasa kepada...... **¥ dan dicatat dalam
Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses
Pemillhan Umum Nomor ....**)

b. bahwa Bawaslu/Bawaslu Provinsi....... /Bawaslu
Kabupaten....... /Kota...... telah memeriksa permohonan
dengan hasil sebagai berikut:

1) Permohonan pemohon
a. Identitas pemohon dan termohon

b. Kewenangan bawaslu/bawaslu provinsi/panwas
kab/kota

¢. Kedudukan hukum

d. Tenggang waktu

e. Pokok permohonan

f. Hal-hal yang dimohonkan

g. Bukti-bukti pemohon
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2) Jawaban termohon:

a. Uraian jawaban

b. Bukti termohon

c. Hal yang dimohonkan termohon
3) Jawaban pihak terkait:

a. Uraian jawaban

b. Bukti termohon

c. Hal yang dimohonkan pihak terkait
4) Fakta Adjudikasi

a. Keterangan pemohon

b. Keterangan termohon

c. Keterangan pihak terkait

d. Keterangan saksi/ahli
5) Pertimbangan hukum

a. Kewenangan bawaslu/bawaslu provinsi/bawaslu
kab/kota

b. Kedudukan hukum
c. Tenggang waktu pengajuan permohonan
d. Pendapat majelis persidangan

Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum;

Menetapkan:
Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
atau
Mengabulkan Permohonan Pemochon untuk seluruhnya;
atau

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Membatalkan Keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota Nomor....

Tentang....
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atau
Memerintahkan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota untuk
melakukan ....... k)
3. Memerintahkan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota untuk

melaksanakan Putusan ini

Demikian diputuskan di dalam rapat plenc Bawaslu/Bawaslu
Provinsi...... /Bawaslu Kabupaten..../Kota.....*) oleh 1)....., 2)...... R ) R
masing-masing sebagai Anggota Bawaslu atau Bawaslu Provinsi atau
Bawaslu Kabupaten/Kota dan diucapkan dihadapan para pihak serta
terbuka untuk umum pada hari... tanggal....bulan.... tahun.....****** Oleh

| ) PR s 2) e S | masing-masing sebagai  anggota

Anggota Bawaslu/Bawaslu Provinsi....... /Bawaslu Kab..../Kota.....*)
ttd ttd ttd
(e ) (comemee ) (oo )
Sekretaris
ttd
(corvvmmrrmiininnes )
Catatan:
# : Diisi dengan nama wilayah
i) . Diisi dengan nomor register permohonan
i) : Diisi dengan tanggal permohonan
i) . Diist dengan identitas penerima kuasa
ki) : Diisi dengan sesuai dengan hasil pleno
ibdest) Diist dengan tanggal, bulan, tahun pembacaan putusan



